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ABSTRAK

Sistem hukum adalah sekumpulan peraturan yang disusun secara
rapi sehingga menjadi satu kesatuan dan memiliki satu tujuan yang
sama. Adanya empat sistem hukum yang ada di dunia ini yaitu civi/
law, common law, islamic law dan adat law. Indonesia menganut
sistem hukum civil law karena sistem hukum di Indonesia sesuai
dengan prinsip hukum civil law yaitu peraturan atau hukum adalah
hal yang utama sehingga peraturan atau hukum tersebut ditata
secara rapi dan sistematis serta peraturan atau hukum tersebut
memiliki sifat yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka
konsep negara hukum rechsstaat adalah konsep negara hukum
yang tepat digunakan di Indonesia. Konsep negara hukum
rechsstaat tersebut menghendaki adanya Pengadilan Tata Usaha
Negara guna menyelesaikan sengketa yang terjadi antara
Pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, Indonesia membentuk
Pengadilan Tata Usaha Negara guna penyelesaian sengketa antar
Pemerintah dengan masyarakat atau disebut juga sengketa tata
usaha negara. Objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara
adalah keputusan tata usaha negara. Pada keputusan tata usaha
negara dikenalnya permohonan fiktif positif. Pada awalnya,
Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam
memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif
berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun
sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dihapuskan. Sehingga
adanya kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Hipotesis awal
dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai Bagaimana
kewenangan mengadili dalam hal permohonan keputusan tata
usaha negara fiktif positif dan Bagaimana Implikasi Pasal 175
Angka 7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap
Pemberlakuan Fiktif Positif. Tujuan dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui pada saat ini, kewenangan dalam pemberian
penerimaan permohonan fiktif positif dimiliki oleh lembaga negara
yang mana dan Untuk mengetahui dengan adanya Pasal 175 Angka
7 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, bagaimana
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implikasinya terhadap pemberlakuan fiktif positif. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Jenis data dan sumber bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penafsiran secara komparatif atau perbandingan. Hasil dari
penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum dalam
kewenangan pemberian penerimaan permohonan fiktif positif
karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengaturnya. Adanya
UU Cipta Kerja tersebut juga berimplikasi positif dan negatif
terhadap pemberlakuan fiktif positif. Implikasi positifnya adalah
adanya percepatan waktu dan adanya keputusan secara elektronik.
Implikasi negatifnya adalah adanya kekosongan hukum dalam hal
kewenangan siapa dalam pemberian putusan penerimaan
permohonan fiktif positif serta tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah dapat menurun karena adanya kekosongan
hukum yang tidak segera diisi tersebut. Sehingga Pemerintah harus
segera mengisi kekosongan hukum dalam wewenang siapa dalam
pemberian putusan penerimaan permohonan fiktif positif sehingga
agar adanya kepastian hukum atau Presiden harus segera
mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai
wewenang tersebut.

Kata Kunci: Fiktif Positif, Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha
Negara



